BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 62% /DpMPTSP /v / 20%3

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Menimbang

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

BUPATI KAMPAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah, Pemerintah Daerah
wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan

Standar Pelayanan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan

Standar Pelayanan;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar
Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856j;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

e



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di
ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);

Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit  Penyelenggara
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);



L1

12.

13,

14.

135,

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi
Secara Elektronik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko  dan Fasilitas =~ Penanaman Modal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 272);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 273);

Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Kampar
(Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021
Nomor 69);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Mencabut Keputusan Bupati Kampar
Nomor : 503-236/1/2022 tentang Penetapan Standar
Pelayanan dan  Standar Operasional Prosedur
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kampar.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum

dalam lampiran keputusan ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU merupakan tolak ukur dan digunakan

sebagai pedoman Penyelenggaraan Perizinan Berusaha,
yang terdiri dari 14 komponen dan dibedakan menjadi
dua bagian yaitu :

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan
proses penyampaian pelayanan (service point),
meliputi :

persyaratan;

sistem, mekanisme dan prosedur;

jangka waktu penyelesaian;

biaya/tarif;

produk pelayanan;

O & & W N

penanganan pengaduan, saran dan
masukan /apresiasi
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan
proses pengelolaan pelayanan (manufacturing)
meliputi :
1. dasar hukum;
2. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
3. kompetensi pelaksana;
4

. pengawasan internal;




KEEMPAT

KELIMA

5. jaminan pelayanan;

6. jumlah pelaksana;

7. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;

8. evaluasi kinerja pelaksanaan.
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang

Pada tanggal 3 Juli 203

Pj. BUPATI KAMPAR,
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 52% /DPMPTSP VI /20%%
TANGGAL : 32 guy{ 2013

I. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER-KBLI

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar
Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republiki

Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pelayvanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan  Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

2.

' Pe rsyaréiﬁ—m

KBLI Tingkat Risiko Rendah
a. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku

Usaha Perorangan (WNI)/ Memiliki Passport bagi Pelaku |

Usaha Perorangan (WNA),
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Memiliki Email atau Nomor Handphone yang Aktif;
. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan
Terakhir bagi Pelaku Usaha Badan Hukum.

e o

KBLI Tingkat Risiko Menengah Rendah

a. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku
Usaha Perorangan (WNI)/ Memiliki Passport bagi Pelaku
Usaha Perorangan (WNA);

b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Memiliki Email atau Nomor Handphone yang Aktif;

. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan

Terakhir bagi Pelaku Usaha Badan Hukum,;

e o

KBLI Tingkat Risiko Menengah Tinggi

a. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku

Usaha Perorangan (WNI)/ Memiliki Passport bagi Pelaku

Usaha Perorangan (WNA);

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Memiliki Email atau Nomor Handphone yang Aktif;

. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan
Terakhir bagi Pelaku Usaha Badan Hukum;

. Memiliki Persetujuan Lingkungan (SPPL/PKPLH/SKKL)
Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung
(apabila ada bangunan); dan
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Rekomendasi / Pertimbangan Teknis dari Perangkat
Daerah terkait.

4. KBLI Tingkat Risiko Menengah Tinggi
a.

Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku
Usaha Perorangan (WNI)/ Memiliki Passport bagi Pelaku
Usaha Perorangan (WNA);

. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Memiliki Email atau Nomor Handphone yang Aktif;

. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan

Terakhir bagi Pelaku Usaha Badan Hukum;

Memiliki Persetujuan Lingkungan (SPPL/PKPLH/SKKL)

Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung
(apabila ada bangunan); dan

. Rekomendasi / Pertimbangan Teknis dari Perangkat

Daerah terkait.

Pelaku Usaha

Pelaku Usaha

' 3. Sistem, mekanisme dan prosedur;
A. Kategori Pelaku Usaha

pendaftaran Melalui Perizinan Berusaha

- Persyaratan atau Persekutuan

- Yayasan

- Perseroan Terbatas (PT)

- Perseroan Terbatas (PT)
Perseorangan

- Persekutuan Komanditer

- Badan Hukum Lainnya
Persekutuan Perdata
Koperasi

Orang
Perseorang

Badan Usaha

Orang
Perseorang

Badan Usaha

KPPA

KPPA (Jasa Penunjang Tenga Listrik
Non UMK Kantor Asing)
Perwakilan KP3A

KP3A - PMSE

= ; o - BUIKA
Online Single Submission Badan Usaha
{088) Luar Negeri
berbasis risiko memberikan layanan g - Pemberi Waralaba dari Luar Negeri
bagi pelaku usaha yang terbagi ke F s
dalam kedua kelompok besar, yaitu Pedagang Berjangka Asing
Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non - PSE Asing
Usaha Mikro Kecil (non UMK) - Bentuk Usaha Tetap

B. Bagan alir Perizinan Berusaha Risiko Rendah

FPermohonan ”
Sistern 0SS

Menerbitkan
Perizinan Berusaha

0SS Melalui OSS dan
Peryataan Mandiri

C.Bagan alir Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Permohonan

frie ZE Sistem
pendaftaran Melalui Perizinan Berusaha -

Menerbitkan
Perizinan Berusaha

0ss Melalui 0SS dan
Peryataan Mandiri




D.Bagan alir Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

OPD, dukuti
Kelengkapan
Persyaratan

Hak Akses
melakukan
Persetujuan 55

Indang Undang Cipta Keja
Pasti, Mudah, Cepat

Keterangan :

1. Pelaku Usaha Melakukan Pendaftaran Melalui OSS

2. Pelaku Usaha melakukan Permohonan Berusaha melalui OSS sesuai dengan
KBLI yang diperlukan dan melengkapi Pemenuhan Persyaratan;

3. Tim Teknis (OPD) Melakukan Verifikasi Kesesuaian persyaratan dengan
Undang-undang yang berlaku dan melakukan survey dan / atau monitoring
perizinan ketempat lokasi usaha (jika diperlukan);

4. Pemohon Melakukan pembayaran PNPB dan mengupload bukti pembayaran.
jika tidak perlu melakukan pembayaran maka status menjadi Persetujuan
Persyaratan;

5. DPMPTSP Kab. Kampar melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha memalui |
0SS; .

6. Pemohon menerima Sertifikat Standar dari OSS;

7. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh pemohon
(manual atau elektronik).

E.Bagan alir Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

Notifikasi

Permohonan

j verifikasi kepada
OPD, dukuti
Kelengkapan

Persyaratan
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Sistern 0SS mpaikan
mny: paii Undang Undang Cipta
Pasti, Mudah, Ctp-al

Keterangan :
1. Pelaku Usaha Melakukan Pendaftaran Melalui 0SS;

2. Pelaku Usaha melakukan Permohonan Berusaha melalui OSS sesuai dengan
KBLI yang diperlukan;




3. Tim Teknis (OPD) Melakukan Verifikasi Kesesuaian persyaratan dengan
Undang-undang yang berlaku dan melakukan survey dan / atau monitoring
perizinan ketempat lokasi usaha (jika diperlukan);

4. Pemohon Melakukan pembayaran PNPB dan mengupload bukti pembayaran.
jika tidak perlu melakukan pembayaran maka status menjadi Persetujuan

Persyaratan;
5. DPMPTSP Kab. Kampar melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha memalui
OSS;
6. Pemohon menerima Izin dari OSS;
7. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh pemohon
(manual atau elektronik).
4. Jangka Maksimal 1 (satu) Hari Kerja
Waktu
Pelayanan
5 Biaya/Tarif | Gratis
6. Produk 1. NIB = Usaha Resiko Rendah
Layanan 2. NIB + Sertifikat Standar =*Usaha Resiko Menengah Rendah
3. NIB + Sertifikat Standar (terverifikasi) —?Usaha Resiko
Menengah Tinggi
4. NIB + Izin ®Usaha Resiko Tinggi
7. Sarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC; 16. Lemari dokumen;
prasarana, 2. Loket pelayanan Front Office: 17. Meja dan Kursi;
dan/atau 3. Loket pelayanan penyerahan 18. Alat Tulis Kantor;
fasilitas; izin; 19. Media Informasi
4. Tempat Parkir Roda empat Touchscreen dan Layar
dan Roda dua; Televisi;
5. Ruang Konsultasi dan 20. Media Informasi layanan
Pengaduan; Scan QR Code;
6. Ruang Menyusui; 21. Sistem dan informasi
7. Ruang Bermain Anak; Antrian;
8. Mushola; 22. Survey Kepuasan
9. Kursi Roda; Masyarakat elektronik;
; 10. Toilet (umum dan disabilitas); 23. Website dan Email;
! 11. Help Desk (Informasi); 24. Internet (Wifi);
1 12. Kotak Saran dan Pengaduan; 25. Kamera (CCTV);
i 13. Komputer dan Printer; 26. Pengukur Suhu;
| 14. Telepon dan Faksimili; 27. Ruang server.
1 15. Mesin Fotocopy;
8. Kompetensi | 1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;
Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
| 3. Mampu mengoperasikan komputer;
1 4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9. i Pengawasan | Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
- 1. Atasan langsung secara berjenjang;
' 2. Pejabat fungsional dan struktural,;
3. Tim Audit Internal,
4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10. | Penanganan | 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, | 2. E-mail: dpmptsp@kamparkab.go.id;
Saran, dan | 3. Website : dpmptsp.kamparkab.go.id;
Masukan 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/
5. Pengaduan dan Kuesioner online
https://dpmptsp.kamparkab.go.id/ pages/bidang-pengaduan
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-7646-0487
| 7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11. | Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
Pelaksana




12.

Jaminan
Pelayanan

o

& mida

Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan prima,

Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,
dan biaya;

Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;
Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Izin Cepat Untung
(ICU).

13.

Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan

—

N

Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas |

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar;

NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi tanda tangan
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

2.

3.

. Survei Kepuasan Maé_varakat;

e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon
yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei
Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik
/lembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
website DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan

Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan

Secara berkala dan periodik);

Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti

melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.




II. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI

NO | KOMPONEN URAIAN
Dasar 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Fasilitas Penanaman Modal.
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian  Kewenangan  Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
2 Persyaratan 1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha
Perorangan(WNI)/ Memiliki Passport bagi Pelaku Usaha
Perorangan (WNA)
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. NIB
4. Memiliki Persetujuan Lingkungan (SPPL/PKPLH/SKKL)
5. Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan  Bangunan
Gedung(Apabila ada bangunan; dan
6. Sertifikat Standar/ Izin

3. Sistem, mekanisme
A. Bagan alir Perizinan Berusaha Non KBLI (PB-UMKU)

d

an prosedur;

Indang Undang Cipta Kerga

Pasti, Mudah, Cepat




Keterangan :

1. Pelaku Usaha Melakukan Pendaftaran Melalui OSS;

2. Pelaku Usaha melakukan Permohonan Berusaha melalui OSS sesuai dengan
KBLI yang diperlukan dan melengkapi pemenuhan Persyaratan;

3. Tim Teknis (OPD) Melakukan Verifikasi Kesesuaian persyaratan dengan Undang-
undang yang berlaku dan melakukan survey dan / atau monitoring perizinan
ketempat lokasi usaha (jika diperlukan);

4. Pemohon Melakukan pembayaran PNPB dan mengupload bukti pembayaran. jika
tidak perlu melakukan pembayaran maka status menjadi Persetujuan
Persyaratan;

5. DPMPTSP Kab. Kampar melakukan Persetujuan PB-UMKU memalui OSS;

6. Pemohon menerima Dokumen PB-UMKU dari OSS;

7. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh pemohon (manual
atau elektronik).

4. Jangka Maksimal 1 (satu) Hari Kerja
Waktu
Pelayanan

3. Biaya/Tarif Gratis

6. Produk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
Layanan Sesuai Jenis PB-UMKU Yang Diajukan.

T Sarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC; 16. Lemari dokumen;
prasarana, 2. Loket pelayanan Front Office: 17. Meja dan Kursi;
dan/atau 3. Loket pelayanan penyerahan  18. Alat Tulis Kantor;
fasilitas; izin; 19. Media Informasi

4. Tempat Parkir Roda empat Touchscreen dan Layar
dan Roda dua; Televisi;

5. Ruang Konsultasi dan 20. Media Informasi layanan
Pengaduan; Scan QR Code;

6. Ruang Menyusui; 21. Sistem dan informasi

7. Ruang Bermain Anak; Antrian;

8. Mushola; 22. Survey Kepuasan

9. Kursi Roda; Masyarakat elektronik;

10. Toilet (umum dan disabilitas); 23. Website dan Email,;

11. Help Desk (Informasi); 24. Internet (Wifi);

12. Kotak Saran dan Pengaduan; 25. Kamera (CCTV);

13. Komputer dan Printer; 26. Pengukur Suhu;

14. Telepon dan Faksimili; 27. Ruang server.

15. Mesin Fotocopy;

8. Kompetensi 1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum/Sosial;

Pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9. Pengawasan | Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural,
3. Tim Audit Internal;
4. Melalui Sistem OSS dan insidental.
10. | Penanganan 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, 2. E-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id;
Saran, dan | 3. Website : dpmptsp.kamparkab.go.id;
Masukan 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/
5. Pengaduan dan Kuesioner online
https:/ /dpmptsp.kamparkab.go.id / pages/bidang-pengaduan
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-7646-0487
7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11. | Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

Pelaksana




12. | Jaminan 1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip
Pelayanan pelayanan prima;

2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan
biaya;

3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;

5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Izin Cepat Untung
(ICU).

13. | Jaminan 1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas
Keamanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Kabupaten Kampar;

Keselamatan | 2. NIB/Sertifikat Standar Dicetak dan dibubuhi tanda tangan
Pelayanan elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

14. | Evaluasi 1. Survei Kepuasan Masyarakat;

Kinerja e FEvaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
Pelaksana Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang

datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan
dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner Survei Kepuasan
masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran
SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
website DPMPTSP;

e Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan

Sekurang-kurangnva 1 kali setahun (dalam bentuk laporan

Secara berkala dan periodik);

Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti

melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan
pemeriksaan.




III. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar hukum

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

Persyaratan

Disesuaikan Berdasarkan Izin yang dimohonkan

o b

Sistem,
mekanisme
dan prosedur;

- —r e e

[ PEMOHON | ™ ™= Pendaftaran
R (FO)

Tidak lengkap

| SELESAI ! dikensbatilan

Kuesioner
SKM Verifikasi

Kelengkapan
Persyaratan

Lengkap

IZIN TERBIT

¥e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey
lokasi (Jika diperlukan)

& bayar Pajak/ Retribusi

Proses Izin (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO)
dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir
pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan kelengkapan
persyaratan apabila syarat lengkap maka akan diberikan
tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan akan
dikembalikan kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan;

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi

dan teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas
Teknis untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis
melakukan survey (jika diperlukan);




5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih
lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;

6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
oleh pemohon (manual atau elektronik);

7. Penverahkan izin melalui loket penyerahan kepada
pemohon.

4, Jangka waktu| 5 (lima) s/d 7 (tujuh) hari kerja (Disesuaikan Berdasarkan Izin

penyelesaian vang dimohonkan)

3. Biava tarif Gratis (selain pembayaran pajak Reklame dan retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung yang diatur sesuai peraturan
vang berlaku)

6. Produk Surat Izin

pelavanan B
7. Sarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC; 16. Lemari dokumen;
prasarana, 2. Loket pelayanan Front Office: 17. Meja dan Kursi;
dan/atau 3. Loket pelayanan penyerahan  18. Alat Tulis Kantor;
fasilitas; izin; 19. Media Informasi
4. Tempat Parkir Roda empat Touchscreen dan Layar
dan Roda dua; Televisi;
5. Ruang Konsultasi dan 20. Media Informasi
Pengaduan; lavanan Scan QR Code;
6. Ruang Menyusui; 21. Sistem dan informasi
7. Ruang Bermain Anak; Antrian;
8. Mushola; 22. Survey Kepuasan
9. Kursi Roda; Masyarakat elektronik;
10. Toilet (umum dan disabilitas); 23. Website dan Email;
11. Help Desk (Informasi); 24, Internet (Wifi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan; 25. Kamera (CCTV);
13. Komputer dan Printer; 26. Pengukur Suhu;
14. Telepon dan Faksimili; 27. Ruang server.
15. Mesin Fotocopy;
8. Kompetensi 1. Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum /Sosial;
pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.
10. | Penanganan 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, 2. E-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id;
saran, dan| 3. Website : dpmptsp.kamparkab.go.id;
masukan 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/
5. Pengaduan dan Kuesioner online
https:/ /dpmptsp.kamparkab.go.id / pages/bidang-
pengaduan
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-7646-0487
7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11. | Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang

pelaksana




12.

Jaminan
pelayvanan yang
memberikan
kepastian
pelayanan
dilaksanakan
sesuai dengan
standar
pelavanan

B e

Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan prima;

Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,
dan biaya;

Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;

Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System,;
Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Izin Cepat Untung
(ICU)

13

Jaminan
keamanan dan
keselamatan
pelayanan
dalam  bentuk
' komitmen i
untuk
memberikan
rasa aman,
bebas dari
bahaya, dan
resiko keragu-
raguan

14.

Evaluasi kinerja
pelaksanaan

Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar;

Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.

Survei Kepuasan Masyarakat;

e FEvaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon
yang datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner
Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website
/elektronik /lembaran SKM;

e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
website DPMPTSP;

¢ Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester,

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan

Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan

Secara berkala dan periodik);

Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti

melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah




IV. STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN

| NO.

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasa_r' hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

Persyaratan

Disesuaikan Berdasarkan Izin yang dimohonkan

wiN

Sistem,
mekanisme
| dan prosedur;

[ PEMOHON — Pendaftaran
"'"’i (FO)

i Tidak lengkap

| SELESAI d”{umhdii}:{:l_

Kuesioner
SKM Verifikasi

Kelengkapan
Persyaratan

Lengkap

IZIN TERBIT

e Surat Pengantar untuk
Dinas Teknis, Survey
lokasi (Jika diperlukan)

e bayar Pajak/ Retribusi

Proses Izin (Jika dipersyaratkan)

Keterangan :

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office (FO)
dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir
pendaftaran;

2. Petugas memeriksa permohonan dan  kelengkapan
persyvaratan apabila syarat lengkap maka akan diberikan
tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan akan
dikembalikan kepada pemohon;

3. Dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen dengan peraturan
perundang-undangan,

4. Jika dokumen permohonan memenuhi syarat administrasi
dan teknis, maka dibuatkan Surat pengantar kepada Dinas
Teknis untuk melaksanakan Kajian Teknis dan Tim teknis
melakukan survey (jika diperlukan);

5. Jika dipersyaratkan pembayaran pajak/retribusi, pemohon
melakukan pembayaran dan permohonan diproses lebih
lanjut sampai ditetapkan surat keputusan;




6. Pengisian kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh

pemohon (manual atau elektronik);
7. Penyerahkan izin

melalui loket penyerahan Kkepada

pelayanan

pemohon.
4. Jangka waktu| 5 (lima) s/d 7 (tujuh) hari kerja (Disesuaikan Berdasarkan Izin
penyelesaian yang dimohonkan)
5. Biaya tarif Gratis
6. Produk Surat Rekomendasi / Sertifikat
pelayanan
7. | Sarana, 1. Ruang Tunggu dilengkapi AC; 10. Lemari dokumen;
prasarana, 2. Loket pelayanan Front Office: 17- Meja dan Kursi;
dan/atau 3. Loket pelayanan penyerahan 18. Alat Tulis Kantor;
fasilitas: izin: 19. Media Informasi
4. Tempat Parkir Roda empat Toucl.:'Ls-creen dan Layar
dan Roda dua; ; TCICYISI; .
5. Ruang Konsultasi dan 20. Media Informasi
Pengaduan; ; lqyanan Sca-n Q5. Co@e;
6. Ruang Menyusui; 21. Slste_m dan informasi
7. Ruang Bermain Anak; . Bakniey
8. Mushola: 22. Survey Kepuasan
0. Kursi Roda; Masy:flrakat elektljomk;
10. Toilet (umum dan disabilitas); 23 Website dan Email;
11. Help Desk (Informasi); ?4‘ Internet (Wifi);
12. Kotak Saran dan Pengaduan; 2> Kamera (CCTV);
13. Komputer dan Printer; 26. Pengukur Suhu;
14. Telepon dan Faksimili; 27. Ruang server.
15. Mesin Fotocopy;
8. Kompetensi 1. Sarjana Ekonomi/Hukum/Sosial;
| pelaksana 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mampu mengoperasikan komputer;
4. Sertifikasi Diklat PTSP.
9. Pengawasan Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;
internal 1. Atasan langsung secara berjenjang;
2. Pejabat fungsional dan struktural;
3. Tim Audit Internal.
10. | Penanganan 1. Kotak Pengaduan (Drop Box);
Pengaduan, 2. E-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id;
saran, dan| 3. Website : dpmptsp.kamparkab.go.id;
masukan 4. SPAN Lapor :www.lapor.go.id/
5. Pengaduan dan Kuesioner online
https:/ /dpmptsp.kamparkab.go.id /pages/bidang-
pengaduan
6. Telepon/Whatsapp dengan nomor 0812-7646-0487
7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) manual/elektronik.
11. | Jumlah Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang
| | pelaksana
12. | Jaminan 1. Didukung ol_eh SDM yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang pelayanan prima; .
memberikan 2. leWlﬂ};dl;an dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,
g an biaya;
kepastian 3. Adanya};'amman bebas dari praktek KKN;
pelayanan 4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System,;
dilaksanakan | 5. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Izin Cepat Untung
'| sesuai dengan (ICU)
standar




18.

Jaminan
keamanan dan
keselamatan

Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas
Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar;

2. Izin dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan
pelayanan elektronik dan barkode, sehingga dijamin keasliannya.
dalam  bentuk
komitmen
untuk

- memberikan
rasa aman,
bebas dari
bahaya, dan
resiko keragu-
raguan
14. | Evaluasi kinerja 1. Survei Kepuasan Masyarakat;
pelaksanaan e Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon
vang datang yvang telah mengurus izin dan Produk Hasil
Lavanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisioner
Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website
/elektronik /lembaran SKM;
e Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan
Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
website DPMPTSP;
* Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap
semester.

2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

Penerapan 14 komponen standar pelavanan yang dilakukan
Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan
Secara berkala dan periodik);

3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-

kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti
melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah
dilakukan pemeriksaan.

~— Pj-BUPATI KAMPAR,
/ "‘ S 7 - -H\




PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

S Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 16 Bangkinang Kota
Websﬂe dpmptsp.kampar.go.id email : dpmptsp@kamparkab.qgo.id kodepos : 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR :000.8-3.2/DPMPTeP/ 2023 /29

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa dengan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun,

menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) pada
Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan
tugasnya sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan

Standar Pelayanan;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
- Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar
Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kampar.




Mengingat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);




10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan
Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 707);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1726);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 271);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021
Nomor 69);

16. Keputusan Bupati Kampar Nomor
528 /DPMPTSP/VI1/2023 tentang Penetapan Standar
Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kampar;

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum pada

lampiran Keputusan ini;

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU mempedomani Maklumat Pelayanan yaitu melayani
sepenuh hati tanpa memungut biaya diluar ketentuan

peraturan perundangan yang berlaku;

Setiap unit pelaksana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
bertanggungjawab melaksanakan Pelayanan pada unit

masing-masing;



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : SK.069/DPMPTSP-
SET/98 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar
Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kampar dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kampar pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan minimal setiap 6
(enam) bulan sekali dan dilaporkan secara tertulis kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila terjadi kesalahan akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
padatanggal : 5 JI UYLl 2023

~‘i M P p.?jémb Utama Muda
== NIP. 19670701 199403 1 016




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR . 000.8.3.2/DPMPTSP/2023/29

TANGGAL ;%5 Joul 2023

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KAMPAR

I. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kampar yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar telah
diberikan Pendelegasian Kewewenangan berdasarkan Peraturan
Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar dengan Penetapan Standar Pelayanan melalui
Keputusan Bupati Kampar Nomor : 503-236/1/2022 Tentang
Penetapan Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.




II.

II1.

MOTTO PELAYANAN

Motto adalah semboyan yang merupakan cerminan jiwa, semangat
dan tekad yang menjadi dasar langkah dan gerak segenap aparatur
pelayanan. Adapun Motto Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah “IZIN
CEPAT UNTUNG” dengan logo :

JANJI PELAYANAN

1. Melayani sesuai persyaratan dan prosedur tetap pelayanan,

berdasarkan ketentuan yang berlaku;

2. Tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam

memberikan pelayanan;

3. Pengguna layanan dapat mengajukan keluhan atau keberatan
apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan pengguna layanan akan mendapat jawaban

resmi dari pemberi layanan;

4. Kesalahan atau kekeliruan keterangan dalam produk pelayanan
yang diakibatkan kesalahan teknis oleh penyedia layanan, maka
penyedia layanan akan memperbaiki layanan tersebut tanpa

memungut biaya tambahan;

5. Menyediakan dan melayani informasi yang berkaitan dengan
tahapan proses Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai

ketentuan yang berlaku.
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